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ABSTRACT  
The health insurance industry in Indonesia is currently facing major challenges, including rising medical 
inflation, increasing claim ratios, healthcare fraud, and escalating healthcare costs that threaten the 
sustainability of health financing. To address these issues, the Financial Services Authority (OJK) issued 
Regulation Number 36 of 2025 concerning the Strengthening of the Health Insurance Ecosystem. The 
successful implementation of this regulation requires collaboration among all stakeholders involved in 
the health insurance ecosystem. This study aims to analyze multi-stakeholder perceptions regarding the 
implementation of OJK Regulation Number 36 of 2025 and to identify key factors supporting the 
strengthening of Indonesia's health insurance ecosystem. A qualitative descriptive approach was 
employed using purposive sampling. Informants consisted of representatives from BPJS Kesehatan, the 
Indonesian Life Insurance Association (AAJI), insurance practitioners, healthcare providers, and 
academics. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, while qualitative 
data were analyzed using open coding, axial coding, and selective coding supported by source and 
method triangulation. The findings indicate that all stakeholder groups perceive the regulation positively. 
Good governance, stakeholder collaboration, digital transformation, risk management, and improved 
insurance literacy and human resource competencies were identified as the main determinants 
supporting effective implementation. The study proposes a conceptual model for strengthening the 
health insurance ecosystem and provides policy recommendations to support sustainable health 
insurance governance in Indonesia. 
Keywords: Health Insurance Ecosystem, OJK Regulation Number 36 of 2025, Multi-Stakeholder 
Perception, Good Governance, Health Insurance 
 
ABSTRAK 
Industri asuransi kesehatan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, termasuk meningkatnya 
inflasi medis, kenaikan rasio klaim, kecurangan (*fraud*) dalam layanan kesehatan, serta melonjaknya 
biaya kesehatan yang mengancam keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2025 
tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Keberhasilan implementasi peraturan ini 
memerlukan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem 
asuransi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi berbagai pemangku 
kepentingan mengenai implementasi Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2025 serta mengidentifikasi 
faktor-faktor kunci yang mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. Pendekatan 
deskriptif kualitatif digunakan dengan metode *purposive sampling*. Informan penelitian terdiri dari 
perwakilan BPJS Kesehatan, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), praktisi asuransi, penyedia layanan 
kesehatan, dan akademisi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, 
sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan *open coding*, *axial coding*, dan *selective 
coding* yang didukung oleh triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
seluruh kelompok pemangku kepentingan memberikan persepsi positif terhadap peraturan tersebut. 
Tata kelola yang baik, kolaborasi pemangku kepentingan, transformasi digital, manajemen risiko, serta 
peningkatan literasi asuransi dan kompetensi sumber daya manusia diidentifikasi sebagai faktor 
penentu utama yang mendukung implementasi yang efektif. Penelitian ini mengusulkan model 

http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
mailto:indraimade1@gmail.com1
mailto:nseptivani@gmail.com2


 
Purwanita & Septivani, (2026)                        MSEJ, 7(1) 2026: 856-867 

857 

konseptual untuk penguatan ekosistem asuransi kesehatan dan memberikan rekomendasi kebijakan 
guna mendukung tata kelola asuransi kesehatan yang berkelanjutan di Indonesia. 
Kata Kunci: Ekosistem Asuransi Kesehatan, Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2025, Persepsi Pemangku 
Kepentingan, Tata Kelola yang Baik, Asuransi Kesehatan 

 
1. Pendahuluan 

Asuransi kesehatan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem 
pembiayaan kesehatan yang berfungsi memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat 
terhadap risiko biaya pelayanan kesehatan yang tidak terduga. Selain memberikan 
perlindungan bagi individu, keberadaan asuransi kesehatan juga berperan dalam menjaga 
keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan, meningkatkan akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan, serta mendukung tercapainya Universal Health Coverage (WHO, 2025). 
Oleh karena itu, keberlanjutan industri asuransi kesehatan menjadi salah satu faktor penting 
dalam menciptakan sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Di Indonesia, penyelenggaraan asuransi kesehatan dilakukan melalui skema Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan serta melalui perusahaan asuransi 
kesehatan komersial. Kedua skema tersebut diharapkan mampu saling melengkapi dalam 
memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa 
tahun terakhir industri asuransi kesehatan menghadapi berbagai tantangan, seperti 
meningkatnya inflasi medis, kenaikan biaya pelayanan kesehatan, tingginya rasio klaim, serta 
potensi fraud yang dapat memengaruhi keberlanjutan industri asuransi kesehatan (Ishaqi, 
2025; Saputra, 2026). 

 
Peningkatan rasio klaim kesehatan menjadi salah satu tantangan utama bagi 

perusahaan asuransi. Tingginya biaya pelayanan kesehatan, meningkatnya frekuensi 
pemanfaatan layanan kesehatan, serta perkembangan teknologi medis menyebabkan beban 
klaim perusahaan asuransi terus meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi 
stabilitas keuangan perusahaan, mendorong kenaikan premi, memperketat proses 
underwriting, serta mengurangi akses masyarakat terhadap produk asuransi kesehatan 
(Saputra, 2026). Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fraud dalam pelayanan 
kesehatan, seperti upcoding, phantom billing, manipulasi diagnosis, maupun klaim atas 
pelayanan yang tidak diberikan, menjadi salah satu penyebab meningkatnya biaya kesehatan 
dan inefisiensi sistem pembiayaan kesehatan (Hamid et al., 2024; Villegas-Ortega et al., 2021). 
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Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan 
menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang 
Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi ini bertujuan memperkuat tata kelola 
penyelenggaraan asuransi kesehatan melalui peningkatan transparansi, penguatan 
manajemen risiko, perlindungan konsumen, pemanfaatan teknologi informasi, serta 
peningkatan kolaborasi antara regulator, perusahaan asuransi, fasilitas pelayanan kesehatan, 
dan pemangku kepentingan lainnya (OJK, 2025). Dengan demikian, implementasi POJK Nomor 
36 Tahun 2025 diharapkan mampu menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang lebih 
sehat, transparan, dan berkelanjutan. 

Keberhasilan implementasi regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan 
regulator maupun perusahaan asuransi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi dan dukungan 
seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan. Setiap 
pemangku kepentingan memiliki peran, kepentingan, dan tanggung jawab yang berbeda 
sehingga dapat menghasilkan persepsi yang beragam terhadap implementasi kebijakan. 
Persepsi yang positif diyakini dapat meningkatkan kolaborasi, memperkuat tata kelola, serta 
mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya, persepsi yang kurang baik dapat 
menghambat pelaksanaan kebijakan dan mengurangi efektivitas penguatan ekosistem asuransi 
kesehatan (Ainy et al., 2024; Arifin & Rosmanely, 2024). 

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas persepsi masyarakat terhadap 
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, kepuasan peserta, pengelolaan klaim, maupun 
strategi pencegahan fraud dalam asuransi kesehatan (Jaksa et al., 2021; Rahmi et al., 2025; 
Wahyuningsih et al., 2024). Penelitian lain lebih banyak berfokus pada aspek pembiayaan 
kesehatan, tata kelola perusahaan asuransi, atau pemanfaatan teknologi informasi secara 
terpisah (Firmansyah, 2025; Irawan et al., 2023). Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus 
mengkaji persepsi berbagai pemangku kepentingan terhadap implementasi POJK Nomor 36 
Tahun 2025 masih sangat terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi regulasi tersebut 
sangat ditentukan oleh sinergi seluruh aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan asuransi 
kesehatan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa 
penggunaan pendekatan multi-stakeholder dalam menganalisis implementasi POJK Nomor 36 
Tahun 2025. Penelitian ini tidak hanya mengkaji persepsi satu kelompok responden, tetapi 
mengintegrasikan pandangan BPJS Kesehatan, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), praktisi 
perasuransian, fasilitas pelayanan kesehatan, dan akademisi. Selain itu, penelitian ini 
menghasilkan model konseptual penguatan ekosistem asuransi kesehatan berdasarkan 
persepsi para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi 
multi-stakeholder terhadap implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 serta mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. Hasil 
penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian 
tata kelola asuransi kesehatan serta menjadi masukan bagi regulator, perusahaan asuransi, 
BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan perguruan tinggi dalam mendukung 
implementasi kebijakan penguatan ekosistem asuransi kesehatan secara berkelanjutan. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
a. Ekosistem Asuransi Kesehatan 

Ekosistem asuransi kesehatan merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan, antara lain regulator, perusahaan asuransi, penyelenggara jaminan 
kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan masyarakat sebagai peserta. 
Hubungan antarpemangku kepentingan tersebut bertujuan menciptakan sistem pembiayaan 
kesehatan yang mampu memberikan perlindungan finansial, meningkatkan akses terhadap 
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pelayanan kesehatan, serta menjamin keberlanjutan sistem kesehatan secara keseluruhan 
(WHO, 2025). 

Di Indonesia, penguatan ekosistem asuransi kesehatan menjadi semakin penting 
seiring meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, inflasi medis, tingginya rasio klaim, serta 
meningkatnya risiko fraud. Kondisi tersebut memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara 
seluruh pemangku kepentingan agar sistem pembiayaan kesehatan tetap berjalan secara 
efektif dan berkelanjutan (Firmansyah, 2025). Sebagai bentuk penguatan tata kelola tersebut, 
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 
tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, yang menekankan pentingnya transparansi, 
akuntabilitas, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta pemanfaatan teknologi 
informasi dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan (OJK, 2025). 
 
b. Tata Kelola (Good Governance) dalam Asuransi Kesehatan 

Tata kelola (good governance) merupakan salah satu prinsip utama dalam 
penyelenggaraan industri jasa keuangan, termasuk industri asuransi kesehatan. Tata kelola 
yang baik menekankan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi, dan kewajaran dalam setiap proses bisnis sehingga mampu meningkatkan 
kepercayaan masyarakat dan menjaga keberlanjutan industri. 

POJK Nomor 36 Tahun 2025 mengarahkan perusahaan asuransi untuk memperkuat 
tata kelola melalui peningkatan kualitas manajemen risiko, transparansi informasi, 
perlindungan pemegang polis, serta penguatan kerja sama dengan fasilitas pelayanan 
kesehatan (OJK, 2025). Penerapan tata kelola yang baik diharapkan mampu meningkatkan 
efisiensi pengelolaan klaim, mengurangi potensi fraud, dan memperkuat kualitas pelayanan 
kepada peserta asuransi. 
 
c. Teori Collaborative Governance 

Teori Collaborative Governance menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai organisasi dalam membangun 
kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa 
kolaborasi yang efektif dibangun melalui kepercayaan (trust), komitmen terhadap proses 
bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan tujuan antarpemangku kepentingan 
(Ansell & Gash, 2008). 

Dalam implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025, kolaborasi menjadi aspek yang 
sangat penting karena regulasi tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti regulator, BPJS 
Kesehatan, perusahaan asuransi, rumah sakit, asosiasi industri, dan akademisi. Sinergi 
antaraktor tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, 
mempercepat proses pelayanan, memperkuat koordinasi manfaat (Coordination of Benefit), 
serta menciptakan sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008). 
 
d. Enterprise Risk Management 

Pengelolaan risiko merupakan salah satu aspek penting dalam industri asuransi 
kesehatan. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO, 2017), Enterprise Risk Management (ERM) merupakan suatu proses yang terintegrasi 
untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko sehingga organisasi 
mampu mencapai tujuan secara efektif. Dalam industri asuransi kesehatan, penerapan ERM 
diperlukan untuk mengendalikan berbagai risiko, seperti meningkatnya rasio klaim, inflasi 
medis, moral hazard, dan fraud. Pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi proses klaim, 
audit medis, serta penguatan proses underwriting merupakan bagian dari strategi manajemen 
risiko yang mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keberlanjutan 
perusahaan asuransi (COSO, 2017; Hamid et al., 2024; Rahmi et al., 2025). 
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e. Institutional Theory 
Institutional Theory menjelaskan bahwa organisasi akan menyesuaikan struktur, 

kebijakan, dan praktik operasionalnya sebagai respons terhadap tekanan regulatif, norma 
profesional, maupun ekspektasi lingkungan. Scott (2014) menyatakan bahwa perubahan 
perilaku organisasi dipengaruhi oleh tiga pilar utama, yaitu regulative pillar, normative pillar, 
dan cognitive pillar (Scott, 2014). Dalam penelitian ini, POJK Nomor 36 Tahun 2025 dipandang 
sebagai bentuk tekanan regulatif yang mendorong perusahaan asuransi, fasilitas pelayanan 
kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penyesuaian terhadap tata 
kelola, proses bisnis, dan mekanisme pelayanan. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat perlindungan konsumen, serta menciptakan 
ekosistem asuransi kesehatan yang lebih transparan dan berkelanjutan (Scott, 2014). 
 
f. Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi 
keberhasilan penyelenggaraan asuransi kesehatan. Arifin dan Rosmanely (2024) menunjukkan 
bahwa transparansi informasi dan tingkat literasi masyarakat berpengaruh terhadap persepsi 
masyarakat terhadap layanan asuransi kesehatan (Arifin & Rosmanely, 2024). Ainy et al. (2024) 
juga menemukan bahwa persepsi masyarakat memiliki hubungan dengan tingkat kepesertaan 
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (Ainy et al., 2024). 

Di sisi lain, Jaksa et al. (2021) serta Wahyuningsih et al. (2024) menekankan bahwa 
persepsi, pengetahuan, dan kepuasan peserta menjadi faktor penting dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat terhadap program jaminan kesehatan (Jaksa et al., 2021; Wahyuningsih 
et al., 2024). Sementara itu, Hamid et al. (2024) serta Rahmi et al. (2025) menjelaskan bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan manajemen klaim mampu meningkatkan 
efektivitas deteksi fraud sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan asuransi 
(Hamid et al., 2024; Rahmi et al., 2025). 

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada 
satu kelompok responden atau satu aspek tertentu dalam penyelenggaraan asuransi 
kesehatan. Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang mengintegrasikan persepsi 
berbagai pemangku kepentingan terhadap implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025. Oleh 
karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis persepsi BPJS 
Kesehatan, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), praktisi perasuransian, fasilitas pelayanan 
kesehatan, dan akademisi secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini menghasilkan model 
konseptual penguatan ekosistem asuransi kesehatan sebagai kontribusi akademik dan 
rekomendasi bagi implementasi kebijakan. 

 
3. Research Methods (Metode Penelitian) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif 
untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai persepsi berbagai pemangku 
kepentingan terhadap implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 
Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Pendekatan kualitatif dipilih 
karena mampu menggali pandangan, pengalaman, serta interpretasi informan terhadap suatu 
kebijakan secara komprehensif. 

 
a. Desain Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui studi deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis 
persepsi multi-stakeholder terhadap implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025. Penelitian 
tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mengidentifikasi berbagai persepsi, tantangan, 
serta faktor-faktor yang mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. 
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b. Informan Penelitian 
Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan 

yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam 
implementasi kebijakan penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Informan dalam penelitian 
ini terdiri atas lima kelompok pemangku kepentingan, yaitu: BPJS Kesehatan; Asosiasi Asuransi 
Jiwa Indonesia (AAJI); Praktisi perusahaan asuransi; Fasilitas pelayanan kesehatan (rumah 
sakit); dan Akademisi. 

Kelima kelompok informan tersebut dipilih karena mewakili aktor utama yang 
berperan dalam penyelenggaraan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. 

 
c. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu: 
1) Wawancara mendalam (in-depth interview), untuk memperoleh informasi mengenai 

persepsi informan terhadap implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025, tantangan yang 
dihadapi, serta rekomendasi dalam penguatan ekosistem asuransi kesehatan. 

2) Studi dokumentasi, yaitu mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, 
antara lain POJK Nomor 36 Tahun 2025, publikasi Otoritas Jasa Keuangan, laporan industri 
asuransi, publikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), serta berbagai artikel ilmiah yang 
relevan. 

Kombinasi kedua teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang 
komprehensif dan mendukung proses triangulasi. 

 
d. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan Grounded Theory 
melalui tiga tahapan pengkodean, yaitu: 
1) Open Coding, yaitu proses mengidentifikasi dan memberikan kode terhadap informasi 

penting yang diperoleh dari hasil wawancara. 
2) Axial Coding, yaitu mengelompokkan berbagai kode menjadi kategori berdasarkan 

hubungan antarkonsep sehingga diperoleh tema-tema utama penelitian. 
3) Selective Coding, yaitu mengintegrasikan seluruh kategori ke dalam suatu konsep utama 

untuk membangun model konseptual mengenai penguatan ekosistem asuransi kesehatan 
berdasarkan persepsi multi-stakeholder. 
Proses analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh pola hubungan yang mampu 

menjelaskan implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 secara komprehensif. 
 
e. Keabsahan Data 

Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang 
diperoleh dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan 
membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi. 
Selain itu, hasil interpretasi data didiskusikan dalam tim peneliti (peer discussion) untuk 
meminimalkan subjektivitas selama proses analisis. 

 
f. Alur Penelitian 

Penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu: 
1) Tahap Persiapan, meliputi studi literatur, penyusunan proposal penelitian, dan penyusunan 

pedoman wawancara. 
2) Tahap Pengumpulan Data, yaitu pelaksanaan wawancara mendalam kepada seluruh 

informan dan pengumpulan dokumen pendukung. 
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3) Tahap Analisis Data, meliputi proses open coding, axial coding, selective coding, serta 
triangulasi hasil penelitian. 

4) Tahap Penyusunan Luaran, yaitu penyusunan model konseptual, penyusunan rekomendasi 
kebijakan, serta penulisan artikel ilmiah. 

Alur penelitian tersebut disajikan dalam bentuk kerangka penelitian yang 
menggambarkan tahapan penelitian mulai dari identifikasi permasalahan hingga penyusunan 
rekomendasi kebijakan. 

 
4. Hasil dan Pemabahasan 
a. Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan memberikan persepsi yang 
positif terhadap diterbitkannya POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem 
Asuransi Kesehatan. Regulasi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab 
berbagai tantangan industri asuransi kesehatan, terutama meningkatnya inflasi medis, rasio 
klaim, potensi fraud, serta kebutuhan akan penguatan tata kelola industri. 

BPJS Kesehatan memandang bahwa regulasi tersebut dapat memperkuat koordinasi 
antara penyelenggara jaminan kesehatan dengan perusahaan asuransi melalui mekanisme 
Coordination of Benefit (CoB), sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif 
dan efisien. Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai bahwa regulasi 
tersebut memberikan arah yang lebih jelas mengenai pengelolaan produk asuransi kesehatan 
serta mendorong terciptanya praktik bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. 

Praktisi perusahaan asuransi berpendapat bahwa POJK Nomor 36 Tahun 2025 mampu 
meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan. Regulasi tersebut 
juga dinilai dapat memperkuat pengelolaan risiko perusahaan melalui penerapan tata kelola 
yang lebih baik, peningkatan kualitas underwriting, serta pengendalian biaya klaim. Di sisi lain, 
fasilitas pelayanan kesehatan memandang bahwa keberhasilan implementasi regulasi 
memerlukan komunikasi yang lebih intensif antara rumah sakit dan perusahaan asuransi agar 
proses pelayanan kepada peserta tetap berjalan optimal. Akademisi menilai bahwa regulasi ini 
merupakan bentuk pembaruan kebijakan yang sejalan dengan perkembangan sistem 
kesehatan nasional dan praktik tata kelola industri asuransi modern. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki 
persepsi yang relatif seragam mengenai pentingnya penguatan ekosistem asuransi kesehatan 
sebagai upaya meningkatkan keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. 
Meskipun masing-masing informan memiliki fokus sesuai dengan peran dan tanggung 
jawabnya, seluruhnya menekankan bahwa implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 
memerlukan penguatan tata kelola, kolaborasi antarpemangku kepentingan, manajemen 
risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi. Ringkasan hasil wawancara dengan masing-
masing kelompok informan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara Pemangku Kepentingan 

Informan Persepsi Utama 
Implikasi terhadap Penguatan 

Ekosistem 

BPJS Kesehatan 

Penguatan koordinasi 
melalui Coordination of 
Benefit (CoB), integrasi 
sistem, dan efisiensi 
pembiayaan kesehatan. 

Meningkatkan sinergi antara BPJS 
Kesehatan dan perusahaan asuransi 
serta mengoptimalkan pembiayaan 
pelayanan kesehatan. 

Asosiasi Asuransi Jiwa 
Indonesia (AAJI) 

Regulasi memberikan 
kepastian arah 
pengembangan produk 

Mendorong terciptanya industri 
asuransi kesehatan yang lebih sehat, 
transparan, dan berkelanjutan. 
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dan tata kelola industri 
asuransi kesehatan. 

Praktisi Perusahaan 
Asuransi 

Penguatan manajemen 
risiko, underwriting, 
pengendalian klaim, serta 
kepastian regulasi. 

Meningkatkan stabilitas keuangan 
perusahaan dan efektivitas 
pengelolaan risiko. 

Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Diperlukan komunikasi 
dan koordinasi yang lebih 
baik antara rumah sakit 
dan perusahaan asuransi. 

Meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada peserta serta mempercepat 
proses administrasi dan klaim. 

Akademisi 

Regulasi merupakan 
langkah strategis dalam 
memperkuat tata kelola 
dan keberlanjutan sistem 
asuransi kesehatan. 

Menjadi dasar pengembangan 
kebijakan, penelitian, dan 
peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia. 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa meskipun setiap kelompok informan 
memiliki sudut pandang yang berbeda sesuai dengan fungsi kelembagaannya, terdapat 
kesamaan persepsi mengenai pentingnya implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 sebagai 
instrumen penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Kesamaan persepsi tersebut 
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada 
regulator, tetapi juga pada sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan tata 
kelola yang baik, memperkuat kolaborasi, meningkatkan manajemen risiko, serta 
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. 

 
b. Faktor-Faktor Pendukung Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan 

Berdasarkan hasil analisis wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang dinilai 
mendukung keberhasilan implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025. Faktor pertama adalah 
penguatan tata kelola (good governance). Seluruh informan menekankan pentingnya 
penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran 
dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan. Tata kelola yang baik diyakini mampu 
meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan industri. Faktor 
kedua adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Regulasi ini tidak dapat 
diimplementasikan secara optimal apabila setiap institusi bekerja secara sendiri-sendiri. 
Diperlukan koordinasi yang erat antara regulator, perusahaan asuransi, BPJS Kesehatan, rumah 
sakit, asosiasi industri, serta perguruan tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan. 
Faktor ketiga adalah transformasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu 
meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat pelayanan klaim, memperkuat 
integrasi data, serta meningkatkan kemampuan deteksi terhadap potensi fraud. Digitalisasi 
juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. 

Selain itu, informan juga menilai bahwa manajemen risiko menjadi faktor yang sangat 
penting dalam menjaga keberlanjutan industri. Penguatan proses underwriting, evaluasi tarif 
premi, pengendalian biaya pelayanan kesehatan, serta pengawasan terhadap klaim menjadi 
bagian dari strategi pengelolaan risiko yang perlu diterapkan secara konsisten. Faktor lain yang 
tidak kalah penting adalah peningkatan literasi dan kompetensi sumber daya manusia. Edukasi 
kepada masyarakat mengenai manfaat asuransi kesehatan, hak dan kewajiban peserta, serta 
pemahaman terhadap ketentuan POJK Nomor 36 Tahun 2025 dinilai mampu meningkatkan 
efektivitas implementasi kebijakan. 
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c. Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 

memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem asuransi 
kesehatan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan teori Collaborative Governance 
yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menyatakan bahwa keberhasilan 
implementasi suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kolaborasi, kepercayaan, dan 
komitmen antarorganisasi (Ansell & Gash, 2008). Dari perspektif Institutional Theory (Scott, 
2014), penerbitan POJK Nomor 36 Tahun 2025 merupakan bentuk tekanan regulatif 
(regulative pillar) yang mendorong organisasi melakukan penyesuaian terhadap struktur, 
kebijakan, dan proses bisnis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Scott, 2014). 
Penyesuaian tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian perusahaan asuransi terhadap 
penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta digitalisasi pelayanan. 

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa penerapan Enterprise Risk 
Management menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung implementasi regulasi. 
Pengendalian risiko melalui peningkatan kualitas underwriting, pengelolaan klaim, 
pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan terhadap potensi fraud sejalan dengan 
kerangka COSO (2017) yang menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dalam 
pencapaian tujuan organisasi (COSO, 2017). 

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 
tata kelola yang baik, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi 
berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan asuransi kesehatan (Hamid 
et al., 2024; Rahmi et al., 2025). Namun demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang 
berbeda karena mengintegrasikan persepsi lima kelompok pemangku kepentingan sekaligus, 
yaitu BPJS Kesehatan, AAJI, praktisi perusahaan asuransi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan 
akademisi. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 
implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya 
hanya berfokus pada satu kelompok responden. 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disusun model konseptual penguatan 
ekosistem asuransi kesehatan yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu penguatan tata 
kelola, kolaborasi antar pemangku kepentingan, transformasi digital, manajemen risiko, serta 
peningkatan literasi dan kompetensi sumber daya manusia. Kelima komponen tersebut saling 
berhubungan dan menjadi fondasi dalam mendukung implementasi POJK Nomor 36 Tahun 
2025 secara efektif dan berkelanjutan. 

 
Sumber: Olahan Peneliti, 2026 menggunakan AI 

 



 
Purwanita & Septivani, (2026)                        MSEJ, 7(1) 2026: 856-867 

865 

5. Penutup 
a. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi multi-stakeholder terhadap 
implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang 
Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hasil 
wawancara dan analisis data, seluruh kelompok pemangku kepentingan, yaitu BPJS Kesehatan, 
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), perusahaan asuransi, fasilitas pelayanan kesehatan, 
dan akademisi, memberikan persepsi yang positif terhadap implementasi POJK Nomor 36 
Tahun 2025. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut dipandang 
sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan asuransi 
kesehatan, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi 
pembiayaan kesehatan, serta memperkuat perlindungan konsumen. Meskipun demikian, 
keberhasilan implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 tidak hanya bergantung pada aspek 
regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam 
menerapkan prinsip tata kelola yang baik, memperkuat koordinasi lintas sektor, 
memanfaatkan teknologi informasi, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, serta 
mengoptimalkan pengelolaan data dan manajemen risiko. 

Penelitian ini menghasilkan Model Konseptual Penguatan Ekosistem Asuransi 
Kesehatan Berdasarkan POJK Nomor 36 Tahun 2025, yang menggambarkan keterkaitan antara 
komponen input, proses, output, dan outcome dalam implementasi kebijakan. Model tersebut 
menunjukkan bahwa regulasi, teknologi dan digitalisasi, sumber daya manusia, serta data dan 
informasi merupakan faktor penentu yang mendukung kolaborasi antar pemangku 
kepentingan. Sinergi tersebut menghasilkan penguatan tata kelola ekosistem asuransi 
kesehatan, peningkatan kualitas layanan, keberlanjutan industri, perlindungan konsumen, dan 
efisiensi pembiayaan kesehatan yang pada akhirnya mendukung terciptanya sistem kesehatan 
nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan. 

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengembangan model 
konseptual implementasi kebijakan penguatan ekosistem asuransi kesehatan dengan 
pendekatan multi-stakeholder. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi 
Otoritas Jasa Keuangan, BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi, fasilitas pelayanan kesehatan, 
asosiasi industri, dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi implementasi POJK Nomor 36 
Tahun 2025 secara lebih efektif dan berkelanjutan. 

 
b. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut. 
1) Bagi regulator, diperlukan penyusunan pedoman teknis implementasi POJK Nomor 36 

Tahun 2025 yang lebih operasional, termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi secara 
berkala untuk memastikan penerapan regulasi berjalan secara konsisten di seluruh 
pemangku kepentingan. 

2) Bagi perusahaan asuransi, diperlukan penguatan tata kelola perusahaan, penerapan 
manajemen risiko yang lebih komprehensif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses 
bisnis, serta peningkatan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 
meningkatkan efisiensi pengelolaan klaim dan kualitas pelayanan kepada peserta. 

3) Bagi fasilitas pelayanan kesehatan, diperlukan peningkatan transparansi pelayanan, 
pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, serta penguatan kerja sama dengan 
perusahaan asuransi dan BPJS Kesehatan guna mendukung implementasi Coordination of 
Benefit (CoB) secara optimal. 
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4) Bagi perguruan tinggi dan akademisi, diperlukan pengembangan penelitian lanjutan 
mengenai implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 dengan pendekatan kuantitatif atau 
mixed methods, sehingga dapat mengukur pengaruh implementasi regulasi terhadap 
kinerja industri asuransi kesehatan secara lebih empiris. 

5) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan responden dengan 
melibatkan regulator, perusahaan asuransi umum, organisasi profesi kesehatan, dan 
peserta asuransi dari berbagai wilayah di Indonesia sehingga diperoleh gambaran 
implementasi kebijakan yang lebih komprehensif. 
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